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PUTUSAN
Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Lbj
z P\t »
P S
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LABUAN BAJO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat
pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam
perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat NIK Xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Warloka,XXXXXXXXXXX,
agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah
Tangga, pendidikan ibu rumah tangga, tempat
kediaman di Xxxxxxxxxxx, Kecamatan Komodo,
Kabupaten. Manggarai Barat, dalam hal ini
menggunakan domisili elektronik pada Alamat
email: xxxxxxxx@gmail.com sebagai Penggugat;
Lawan

Tergugat, NIK xxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Warloka, 16 April
1984, agama Islam, pekerjaan Makelar Tanah,
pendidikan Sekolah SLTA, tempat kediaman di
Xxxxxxxxxx, Kecamatan Komodo, Kabupaten.
Manggarai Barat, dalam hal ini, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18
April 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo pada
tanggal 26 April 2024 dengan register perkara Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Lbj,
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal xxxxxxxxxx, Penggugat dan Tergugat telah
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
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pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Komodo, sebagaimana
sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxx, tertanggal
XXXXXXXKXX;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal
bersama di rumah kediaman bersama yang beralamat di Warloka,
kecamatan Komodo selama 6 Tahun 8 Bulan dan belum di karuniai
anak;
3. Bahwa sejak April 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
e Bahwa bulan April tahun 2022 terjadi perselisihan dan
pertengkaran disebabkan Tergugat tidak terbuka tentang keuangan,
Penggugat sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Tergugat
untuk merubah sikap tetapi Tergugat acuh;
e Bahwa pada bulan April tahun 2022 Tergugat ketahuan
selingkuh/menjalin hubungan asmara dengan wanita lain dari
Makassar, Penggugat mengetahui Tergugat selingkuh/menjalin
hubungan asmara dengan wanita lain dari Handphone milik
Tergugat;
e Bahwa, puncaknya pada Desember tahun 2023 terjadi
perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kedapatan
nota/kuitansi minum-minuman keras, sehingga Penggugat menegur
tetapi Tergugat mengeluarkan kata-kata Talak terhadap Penggugat,
kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan kembali
dirumah orangtua Penggugat yang beralamat di Nanga Nae, desa
Macang Tanggar, kecamatan Komodo;
e Bahwa dari Desember tahun 2023 Tergugat tidak pernah
menghubungi Penggugat baik secara langsung maupun lewat media
sosial, dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin
terhadap Penggugat sampai dengan sekarang;
4, Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Makelar Tanah/Calo
Tanah dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua
juta rupiah) maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar
Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah
Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa
uang sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang
harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
5. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat
tentang nafkah iddah dan mut'ah, Penggugat memohon agar Majelis
Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk
menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat
memenuhi tuntutan Penggugat;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi
Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu
Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo
kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam
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perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis
Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat)
terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat
sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
* Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta
lima ratus ribu rupiah);
e Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima
ratus ribu rupiah);

4, Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Labuan Bajo
untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat
memenubhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;

5. Membebankan biaya perkara ini sesuai

peraturan yang berlaku;
Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex
aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang
menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang
menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut
berdasarkan relaas nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Lbj tanggal 16 Mei 2024 dan
tanggal 27 Mei 2024 dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan
oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya
Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan
karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun demikian Hakim
telah berusaha menasihati Penggugat untuk bersabar dan rukun Kembali
bersama Tergugat namun tidak berhasil;
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Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup
untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang
isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah
hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak
dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalii gugatannya, Penggugat
mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A.Surat
1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat
XXXXXXXXXX, NOMOr XXXXXXXXxxxX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, tanggal
31 Desember 2012, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya
yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti
(P.1). Diberi tanggal dan paraf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor XxXXxXxXXxxxX, yang
dikeluarkan oleh kepala KUA Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai
Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur, Tanggal 27 April 2017. bukti surat
tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah
dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf;
B.Saksi
XXXXXXXXXXXXX, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
Nelayan, bertempat tinggal di Menjaga, RT 002 RW 001 Desa Macang
Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, di bawah
sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena
saksi adalah kakak kandung laki-laki dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami
isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di
Warloka, di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat kemudian secara
bergantian, lalu tinggal terakhir di rumah sendiri;
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- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikarunai
anak;

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
awalnya berjalan baik dan rukun, namun kemudian sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat
terjadi sejak bulan April tahun 2022;

- Bahwa penyebab perselisihan dan  pertengkaran
Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selingkuh dengan perempuan
lain dan minum minuman yang beralkohol sampai mabuk;

- Bahwa saksi tidak melihat perempuan selingkuhan tersebut akan
tetapi diberitahu oleh keluarga kalau Tergugat selingkuh dengan
perempuan lain;

- Bahwa sekarang Tergugat tidak menghiraukan lagi terhadap
Penggugat karena Tergugat sudah bersama perempuan selingkuhan
tersebut;

- Bahwa sejak bulan Desember tahun 2023 Penggugat dan
Tergugat hidup terpisah karena Tergugat sudah bersama selingkuhannya
Tergugat, sedangkan Penggugat sendiri;

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah
kurang lebih 6 (enam) bulan;

- Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha menasehati
Penggugat agar rukun Kembali dengan Tergugat namun Penggugat

sudah berketatapan hati untuk bercerai dari Tergugat;

XXXXXXXXXXXXX, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan
Guru, bertempat tinggal di Warloka, RT 008 RW 003 Desa Warloka, Kecamatan
Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, di bawah sumpah, memberikan
keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi

adalah kakak perempuan dari Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
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- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di
Warloka, di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat kemudian secara
bergantian, lalu tinggal terakhir di rumah sendiri;

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikarunai
anak;

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
awalnya berjalan baik dan rukun, namun kemudian sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat
terjadi sejak bulan April tahun 2022;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran
Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selingkuh dengan perempuan
lain dan minum minuman yang beralkohol sampai mabuk;

- Bahwa saksi melihat sendiri perempuan selingkuhan tersebut;

- Bahwa sekarang Tergugat tidak menghiraukan lagi terhadap
Penggugat karena Tergugat sudah bersama perempuan selingkuhan
tersebut;

- Bahwa sejak bulan Desember tahun 2023 Penggugat dan
Tergugat hidup terpisah karena Tergugat sudah bersama selingkuhannya
Tergugat, sedangkan Penggugat sendiri;

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah
kurang lebih 6 (enam) bulan;

- Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha menasehati
Penggugat agar rukun Kembali dengan Tergugat namun Penggugat

sudah berketatapan hati untuk bercerai dari Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan
yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat
dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

putusan ini;
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PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di
persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/lkuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas)
Nomor 33/Pdt.G/2023/PA.Lbj. tanggal 16 Mei 2024 dan 27 Mei 2024 yang
dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut,
sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan
oleh suatu alasan yang sabh;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan
patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir
dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal
149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan
Penggugat adalah karena sejak bulan April 2022 keadaan rumah tangga
Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis penyebabnya karena Tergugat
selingkuh dengan wanita lain dan Tergugat sering minum minuman yang
beralkohol sehingga Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal
kurang lebih 6 (enam) bulan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau
setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalii gugatan Penggugat, karena
Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara
perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-
alasan perceraiannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685

KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut

di atas;
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Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-
dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta saksi-saksi yaitu
XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda P.1 dan P.2 telah di-
nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti-bukti
tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat
formil sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf (b) dan Pasal 5
Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai juncto
Pasal 301 R.Bg juncto Pasal 1888 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk)
yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai
tempat kediaman Penggugat yang berada di wilayah yurisdiksi
Pengadilan Agama Labuan Bajo, sehingga bukti tersebut telah
memenuhi syarat materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang
sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870
KUHPerdata dan perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka
berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) serta Pasal 73 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009 adalah merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama
Labuan Bajo, untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah)
yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai
peristiwa pernikahan yang terjadi antara Xxxxxxxxxx Titin (Penggugat)
dengan Windra Kusgara (Tergugat) pada tanggal xxxxxxxxxx di
hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan
Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur,
sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, serta
mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai
Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPerdata, oleh karena itu harus
dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat memiliki
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hubungan hukum sebagai suami istri sah, dan Penggugat memiliki legal
standing untuk mengajukan cerai gugat di Pengadilan Agama Labuan
Bajo;
Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan
materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308
dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa rumah tangga
Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran
yang berujung pada pisahnya tempat tinggal antara Penggugat dan
Tergugat sejak tahun 2020 hingga sekarang;
Fakta Hukum
Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas
ditemukan fakta hukum sebagai berikut:
1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah
yang menikah pada tanggal XXXXXXXXXX;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai
perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal
sejak Desember tahun 2023 kurang lebih 6 (enam) bulan;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup
rukun lagi dalam rumah tangga dan tidak dapat didamaikan lagi;
Pertimbangan Petitum Perceraian
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka
dalil-dalil Penggugat telah terbukti, maka dengan demikian rumah tangga
Penggugat dan Tergugat yang seperti tersebut di atas, sudah tidak sejalan
dengan ketentuan dan tujuan perkawinan dalam Islam, sebagaimana yang
dinyatakan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 29 dan Pasal 1 Undang Undang
Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan apabila
dipertahankan akan menimbulkan penderitaan dan mudharat bagi kedua belah
pihak, oleh karenanya penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, hal

ini sebagaimana disebutkan dalam satu kaidah fikih dalam kitab al-Asybah wa
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an-Nadzair, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal, sebagai
berikut:

tladdl > (e pass duwlaa]l €0

Artinya: “Menghindari mafsadat harus didahulukan dibanding dengan
mencari maslahat.”

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum Islam yang dimuat

dalam kitab Fighus Sunnah juz Il, halaman 248 yang selanjutnya akan

diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal, yang berbunyi:
zoill wliclsl axg )l ain uioldl s lges cais 3L
=g lglio o 8 iusll plgs azs FlasYlos sl oS
a5l aallo Leallo Login oY e (riolil]

Artinya: “Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang

diajukan isteri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami

membuat isteri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil

mendamaikan, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak

ba’in”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka
alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi
ketentuan Pasal 19 huruf (f) dan huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) dan huruf (b) Kompilasi Hukum Islam atau
setidak-tidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah
memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan

verstek dan menjatuhkan talak satu ba'’in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah membangkang
terhadap panggilan Pengadilan, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan
tidak melawan hukum maka sesuai ketentuan Pasal 149 RBg, Tergugat yang
tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan
gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2024/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petitum Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang nafkah iddah,
Hakim Tunggal memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 152 Kompilasi Hukum
Islam di Indonesia yang menyatakan: “bahwa bekas istri berhak
mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz”,
maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa selama masa iddah (selama
90 (sembilan puluh) hari / 3 (tiga) bulan), mantan istri berkewajiban
tetap menjaga dirinya dan tidak menerima pinangan ataupun menikah
dengan pria lain, sehingga dengan kondisi semacam ini, bagi mantan
istri yang telah dijatuhkan talak ba'in shughra, wajib mendapatkan
nafkah iddah dari mantan suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (b)
dan Pasal 153 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam ada dua syarat bagi
bekas istri untuk mendapatkan hak nafkah iddah: 1. tamkin sempurna,
dan 2. ketiadaan nusyuz. Oleh karena itu, sebelum mempertimbangkan
tentang nafkah iddah lebih lanjut, Hakim Tunggal perlu
mempertimbangkan terlebih dahulu tamkin atau tidaknya Penggugat
dan nusyuz atau tidaknya Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 (1) Kompilasi Hukum
Islam, istri dapat dianggap nusyuz jika tidak mau melaksanakan
kewajiban-kewajibannya. Berdasarkan Pasal 83 Kompilasi Hukum
Islam, kewajiban utama istri adalah:

1) Berbakti lahir dan bathin kepada suami dalam batas-batas
yang dibenarkan Hukum Islam, dan;

2) Menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga
sehari-hari dengan sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kitab I'anatut thalibin juz IV
halaman 82, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim
Tunggal, yang dimaksud dengan nuzyuz ialah:

ol lgo s biw 05 oSy Loy aish bysw jeuisill Juaxyg
izl yo =]
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boiwmll pas 7z ol (aiiod lro logio ) aidl w ,8lwels
Artinya: Dapat dianggap nusyuz, istri yang pergi atas kehendaknya
sendiri atau kehendak orang lain, meskipun mendapat izin suami. Dan
jika perginya itu atas kehendak kedua suami istri, maka kewajiban
nafkah tidak gugur.
Menimbang, bahwa menurut Ibnu Qudaman dalam kitabnya Al

Mughni, juz VI halaman 295, yang selanjutnya diambil alih menjadi
pendapat Hakim Tunggal, yang dimaksud dengan nuzyuz ialah:
ai3| juy ol jio o w5 gl @l 19 o casiio] sl jguindll
Artinya: Nusyuz, yaitu jika seorang perempuan menolak tidur dengan

suami atau keluar dari rumahnya tanpa seizin suami.
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta peristiwa yang telah

dikemukakan diatas, yang pergi meninggalkan kediaman bersama
adalah Tergugat yang mengusir Penggugat dan kepergian Penggugat
atas tindakan Tergugat yang melakukan Tindakan kekerasan yaitu
memukul di wajah Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat dan saksi
pertama menyatakan Tergugat sudah meninggalkan Penggugat kurang
lebih 6 (enam) bulan dan saksi kedua Penggugat cerita kalau Tergugat
melakukan selingkuh dengan perempuan lain dan minum minuman
yang beralkohol dan berakibat pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas
ditemukan fakta hukum bahwa Penggugat bukan termasuk istri yang
nusyuz dan selama menjalani masa iddah, Penggugat berhak
mendapatkan nafkah iddah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat bukan termasuk
istri yang nusyuz, maka selama Penggugat menjalani masa iddah,
Tergugat berkewajiban memberikan nafkah iddabh;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah
Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tanggal 16 November
2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar
Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas
bagi Pengadilan Bagian Rumusan Hukum Kamar Agama angka (2),
kriteria besaran nafkah iddah adalah dengan mempertimbangkan

kemampuan finansial suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri;
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Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dalam
persidangan dan keterangan saksi-saksi bahwa Tergugat sebagai
Petani mempunyai penghasilan rata-rata setiap hari sebesar
Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas,
maka Hakim Tunggal menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah
iddah selama 3 (tiga) bulan berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00
(satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Petitum Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang mut'ah, Hakim
Tunggal memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mut'ah ialah pemberian bekas suami
kepada istri yang dijatuhkan talak berupa benda atau uang dan lainnya
dan meskipun perkara a quo bukan termasuk perkara cerai talak
melainkan cerai gugat, namun istri tetap mempunyai hak atas mut’ah
tersebut yakni berupa mut ah sunnat, sebagaimana maksud Pasal 159
Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Penggugat
telah mengabdikan dirinya sebagai seorang istri kepada Tergugat
sebagai suami selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun membina rumah
tangga dalam suka maupun duka, maka sudah sepatutnya Tergugat
memberikan mut'ah yang layak kepada Penggugat. Hal ini didasarkan
atas firman Allah dalam surat Al-Bagarah ayat 241 yang berbunyi:

osiiall Gl li> (g 42ally glio wlillaallg

Artinya : Kepada wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh
suaminya) mut'ah menurut yang makruf sebagai suatu kewajiban bagi
orang-orang yang bertakwa;

Menimbang, bahwa pemberian mut'ah dengan yang ma'ruf
sebagaimana firman Allah dalam surat Al Bagarah ayat 241 tersebut,
menurut Hakim Tunggal haruslah sesuai dengan Pasal 160 Kompilasi
Hukum Islam yaitu berdasarkan asas kepatutan dan kemampuan.
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B4

Dalam asas kepatutan, Hakim Tunggal mempertimbangkannya dalam
bentuk lamanya pengabdian Penggugat sebagai istri kepada Tergugat
sebagai suami. Sedangkan asas kemampuan, Hakim Tunggal
mempertimbangkannya sesuai kesanggupan dan kemampuan finansial
Tergugat sebagaimana maksud Surat Edaran Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tanggal 16 November 2018
tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah
Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi
Pengadilan Bagian Rumusan Hukum Kamar Agama angka (2);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
sebagaimana tersebut dalam pertimbangan tentang Nafkah Iddah,
maka penghasilan Tergugat setiap hari sebesar Rp1.500.000,00 (satu
juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas,
maka Hakim Tunggal menghukum Tergugat untuk memberikan mut ah
berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan
verstek seluruhnya;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan
dan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua
menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara
dibebankan kepada Penggugat; Mengingat, peraturan perundang-undangan
yang berlaku dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;
Amar Putusan
MENGADILI:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2024/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek seluruhnya;

3. Menjatuhkan talak satu ba’in shugra Tergugat
(Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

4, Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat

berupa:
3.1. Nafkah iddah sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu
rupiah);
3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.5000.000 (satu juta lima

ratus ribu rupiah);

5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah,

sebagaimana tersebut di atas kepada Penggugat sebelum Tergugat

mengambil akta cerai;

6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk

menahan Akta Cerai Tergugat hingga Tergugat menunaikan mut'ah, dan

nafkah iddah, sebagaimana tersebut di atas;

7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara

sejumlah Rp---.000,00 (lima ratus dua ribu rupiah);
Penutup

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama
Labuan Bajo pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan
tanggal 27 DzulKaidah 1445 Hijriah oleh Xxxxxxxxx sebagai Hakim Tunggal,
putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk
umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Xxxxxxxxxxx sebagai
Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Tunggal,

XXXXXXXXX
Panitera Pengganti,

XXXXXXXXXXX

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2024/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Rp 30.000,00
Proses Rp100.000,00
Panggilan Rp332.000,00
PNBP Rp 20.000,00
Meterai Rp 10.000,00
Redaksi Rp 10.000,00

Jumlah Rp 502.000,00
(Lima ratus dua ribu rupiah)

o o bk~ w N
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pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 16



